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PUTUSAN
Nomor 4202/Pdt.G/2023/PA.Krw
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
P, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan
Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dalam hal ini
dikuasakan kepada Asep Sunara, SH. M.Kn., dkk.
advokat, sebagai Pemohon;
melawan
Nurhayati binti Darmin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman
di Dusun Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten
Karawang (dirumah orangtua Bapak Darmin/lbu
Caritem) sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Desember
2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor
4202/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan
Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 18 Maret 2022,
dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Wetan,
Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor : 0092/015/111/2022 tertanggal 18 Maret 202xxxx2 ;
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2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal dirumah Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon
tersebut diatas, dan selama perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah
berhubungan badan dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada sejak bulan Januari tahun 2023, kondisi rumah
tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan yang disebabkan :

3.1. Tempat tinggal, Termohon tidak betah tinggal dirumah

orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal

dirumah orangtua Termohon ;

3.2. Termohon sering mengeluh kepada Pemohon, Termohon

mengeluh menanyakan keterbukaan masalah penghasilan kepada

Pemohon ;
4. Bahwa puncak permasalah antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2023, antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon
sudah tidak tahan dengan Termohon, kemudian antara Pemohon dengan
Termohon telah bercerai secara dibawah tangan, setelah itu Pemohon
pulang kerumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap
tinggal dirumah orangtua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah rumah
tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau
berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil, oleh
sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara
Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan
dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka
Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
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Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan
cerai talak Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan
mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cg. Majelis Hakim
berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama
Karawang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini
menurut hukum ;
Atau :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx, yang
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dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Cilamaya
Wetan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah
dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);
Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut :
1. saksi
- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap
mau bercerai dengan Termohon;
2. saksi;
Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan
sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap
mau bercerai dengan Termohon;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi
Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan
tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran
Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar
rukun lagi dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, tetapi
tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta
Nikah, maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan menurut hukum Islam, oleh
karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian
dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang
diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil
permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana
tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh
saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh
karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan
saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal — hal yang telah dipertimbangkan tersebut di
atas maka terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni
2023telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena sebelumnya telah
terjadi pertengkaran dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon

tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;
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Menimbang, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan
menyebabkan pisah tempat tinggal seperti yang terjadi dalam perkara ini, maka
rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi
ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa hubungan antara Pemohon
dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah pecah dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri yang baik, dengan
demikian, maka Pemohon dengan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan
perkawinan, yaitu tidak dapat membentuk rumah tangga (keluarga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 dan pula Pemohon
dengan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, serta tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang
dimaksud dalam Firman Allah S.W.T. dalam Surat Ar Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-
Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

pale groww alll Lo GMall [s0 5 0g

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak kepada
Termohon tersebut tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam. Oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan
dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (') di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

4, Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh
ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abu
Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Endang Tamami, MH, dan
Drs. Jajang Suherman, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Nove Ratnawati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Endang Tamami, MH Drs. Jajang Suherman, S.H
Panitera Pengganti,

Nove Rathawati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Penggugat Rp 100.000,00

4. Panggilan Tergugat Rp 400.000,00

5. Biaya PNBP Penyerahan Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Pemohon

6. Biaya PNBP Penyerahan Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Termohon

7. Redaksi Rp 10.000,00

8. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 620.000,00
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